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Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding company BUMN yang ditinjau dari hukum
persaingan usaha. Salah satu holding company BUMN yang telah terbentuk adalah PT Pupuk Indonesia
(Persero). Perlu diselaraskan antara pembentukan holding company BUMN dengan prosedur yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat serta dilakukan penelitian terhadap dampak hukum yang mungkin timbul dengan dibentuknya
holding company BUMN pupuk. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan
menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan
holding company BUMN di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak
dilakukannya proses notifikasi dan masih berpotensi menimbulkan inefisiensi pendistribusian pupuk.
Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, KPPU dan pelaku usaha agar pel aksanaan prosedur
notifikas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

...... The focus on this study discuss about establishment of holding company of state owned enterprise for
fertilizers, named PT Pupuk Indonesia (Persero), from the perspective of Indonesia anti monopoly and
competition law. Therefore, the establishment of holding company need to be synchronized with the Law
Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and
the impact that might be arise. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical
normative research. The result of this study shows that an establishment of state owned enterprise of holding
company for fertilizers have not fulfilled the notification requirement and potentially cause inefficiency of
the fertilizers distribution. Therefore, the cooperation between government, KPPU, and entrepreneursis
needed so that the notification requirement stratifies the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
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